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ABSTRAK 

KORlTPSI YA.:.""G DILAKUKAN OLER PEJABAT DALAM MEKANISME 
PER.\.Dil. .. A~ DIT1'""JAr DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA 

KORUPSI NO. 20 TAHUN 2001 
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) 

OLEH 

KESA TRL4 PURBA 
NThf : 04.840.0151 

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Mafia peradilan merupakan korupsi yang sistematik yang melibatkan mulai 
dari polisi , panitera, advokat, jaksa, hakim, petugas di lembaga pemasyarakatan 
sampai petugas parkir di pengadilan pun tidak ketinggalatL Mafia peradilan tersebut 
terbentuk karena adanya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri dengan 
mempermainkan suatu proses peradilan. Kedudu-kan hakim biasanya menunggu dan 
s ifatnya hanya menerima tawaran yang diajukan. Tawaran tersebut dapat dilakukan 
o le h advo kat, po lis i, pihak kej aksaan atau bahkan pihak-pihak be rperkara. Dengan 
demikian sifa t korupsi yang dil akuka n oleh hakim tidak menjemput bola tetapi lebih 
be rsifat menanti kedatangan bola. Tindakan hakirn sebagai suatu indikator dari mafia 
pcradilan di bidang korups i selain sangat merugikan pencari keadil an juga sangat 
merugikan profesi kehakiman. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis merasa 
te rtarik untuk membahas permasalahan korupsi yang dilakukan oleh Hakim dengan 
menelaahnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 200 l tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang modus operandi tindak 
pida na k.orupsi yang dilakukan haki m dan bagaimana sanksi hukum dan pengawasan 
te rhada p hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. 

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan berdasarkan beberapa literatur. 

Penelitian tersebut menunjukkan modus operandi tindak pidana korupsi yang 
dilakukan hakim meliputi : pengaturan vonis, komposisi majelis hakim dan 

menggunakan perantara seperti jaksa, pengacara maupun calo. Sanksi hukum 
terhadap hakim yang berkaitan dengan korupsi dapat dikenakan sanksi sebagaimana 

diatur dalam wHiang-undang korupsi danj uga sanksi yang berhubungan dengan 
jabatannya, baik itu pemberhentian maupun teguran. Pengawasarr terhadap hakim 

dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi secara formal dilakukan melalui 
Komisi Yudisial. Dan secara non fonnal dapat dilakukan oleh masyarakat mclalui 
pe ninjauan te rhadap putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu 

perkara. 
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Dan pada kescmpatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional yang diangap sebagai 

kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan 

tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma 

sosial lainnya. Dimana selama kurang lebih. tiga dasawarsa korupsi merupakan akibat 

yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah korupsi adalah masalah yang banyak 

sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya. 

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari wabah korupsi . Sampai sekarang 

Indonesia belum bisa lepas dari wabah korupsi ini, walaupun telah banyak peraturan 

dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat 

kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini . Beberapa undang-undang telah dibuat 

yaitu Undang-undang No. 74 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 79 Tahun 1957 

tentang Keadaan Bahaya. Kemudian diganti lagi Pengusutan, Penuntutan, dan 

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diganti lagi dengan Undang-undang 

No. 3 Tahun 1971 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua Undang

undang ini tampaknya kurang efektif untuk menjerat para koruptor serungga 

dikeluarkan lagi undang-undang yang barn untuk mengatasi kekurang-efektifan 

undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 

r)emberantasan Tindak Pidana Korupsi , dan kemudian diubah lagi dengan Undang-

11 ang Nn. 20 Tahun :2Cltl I lL'ntang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
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temang Pcmix'rar1ta_'3Jl Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan bisa mcnjadi alat yang 

arnpuh untul memberantas korupsi ini. 

i(on.if:'si itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam 

tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda 

pcmbangunan sekaligll5 mengurangi \\ibawa pemerintah di mata masyarakat, maka 

perlu diberantas dengan tuntas. 

Sehubungan dengan itulah ak.hir-akhir ini tema menantang kejahatan korupsi 

timbul dari pemcrintah, bahkan sudah merupakan kampanye dari pemerintah serta 

didukung oleh semangat rakyat untuk memberantasnya. Pembicaraan terhadap 

kejahatan korupsi dibahas di berbagai media massa baik melalui media penerangan, 

surat kabar. majalab dan tcrcantum scbagai suatu pembicaraan di berbagai tempat 

di skusi. 

Sejalan dcngan hangatnya pcmbicaraan- pcmbicaraan tcntang masalah korupsi 

int dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia penulis merasa 

k' nzirik untuk membahas masalah ini clari segi pelaku dan pcrtanggungjawabannya. 

Suatu hal yang sangat mendasar dari pcrilaku korupsi ini adalah korupsi yang 

~ c riadi dalam lingkungan mckanismc pcradilan dari mulai polisi sampai kepada 

;:'ngadilan. Kondisi 1111 tentunya sangat mengkhawatirkan karcna keberadaan 

n cbnisme peradilan khususnya pcngadilan diperankan dan dikonsepkan dalam 

- ; ·ang penegakan hukum, tetapi kenyataan yang ditemukan temvata pengadilan 

. Hj~ i i suatu tumpuan pelaksanaan korupsi. 
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3 

Selain melemahkan keberadaan hull!ITl itu sendiri mak:a kondisi m1 JUga 

memberikan konstribusi terhadap kel--urang percayaan mas,·arnk:at atas peranan 

pengadilan dalam penegak:an hukum. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

J udul adalah merupakan dasar utama bagi pemaparan suatu pembahasan yang 

akan dilakukan. Tidakjarangjudul juga akan memberikan berbagai macam penafsiran 

tentang apa yang sebenamya akan dibahas penulis. 

Adapun judul yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah : "Korupsi 

Yang Dilakukan Oleh Pejabat Oalam .Mekanisme Peradilan Ditinjau Dari 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 (Studi Kasus 

Pengadilan Negeri 1\ledan)" . 

Untuk memberikan kesatuan pendapat dan juga penafsiran maka selanjutnya 

penafsiran, maka selanjutnya penulis akan memberikan pengertian dan penegasan 

j udul, yaitu : 

Korupsi artinya perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerima uang 

sogok dan sebagainya. 1 

Yang Dilakukan Oleh Pejabat Dalam Mekanisme Peradilan artinya korupsi yang 

terjadi di lingkungan pengadilan. 

Ditinjau, asal katanya tinjau artinya memeriksa, menilik, mengintai, menyelidiki. 

1 Dinas Pendidikan Nas iona l .. Ku11111.' l?csor Haham f11J011l!S1U , PN. Balai Pustaka, Jakarta, 
_oo ;, hal 256 ----------------------------------------------------- 
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Tinjauan artinya pandangan, pendapat (sesudah menYelidik:i . mempelajari dan 

sebagainya). 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berarti pembahasan dilakukan berdasark:an 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi . 

Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan lokasi penelitian. 

Dari uraian pengertianjudul di atas maka dapat dibuat penegasanjudul bahwa 

pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap suatu subjek hukum pelaku berupa pejabat 

dalam pengadilan atau orang yang melakukan perbuatan, serta tanggung jawabnya 

atau kewajiban pertanggung jawaban mengenai akibat-akibat perbuatan pidana 

korupsi yang dilakukan sesuai yang diatur dalam UU No . 20 Tahun 2001 tentang 

Pc: mberantasan Tindak Pidana Korupsi . 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pelaksanaan peradilan tidak pemah berproses di ruang hampa, tetapi selalu 

!J.:: rl angsung dengan keterlibatan faktor-faktor perangkat hukum, mental aparat 

;~n ;.: ga f..: huf..:um, kondisi, sosial politik, keadaan ekonomi , tersedianya fa.silitas bantuan 

- :Jkum , dan tingkat pendidikan masyarakat. Pelaksanaan peradilan secara sadar selalu 

- Kn untut d1penuhinya prosedur-prosedur yang ditentukan dalam hukum acara. Tidak 

· : "-J·:: nu hinya prosedur baku yang diatur dalam hukum acara, dapat mengakibatkan 

-· ~--s U'C rad tlan itu menjadi batal dan tidak sah. 
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Proses peradilan pidana melibatkan banyak pihak, selain terlapor, pelapor, 

polisi . pengacara. jaksa, panitera dan hakim. Kesemua pihak tersebut sangat esensial 

dalam suan1 penegakan huk.llll1 pidana. Salah satu para pihak yang menjadi sorotan 

pembahasan skripsi ini adalah hakim. 

Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

berbunyi " pegawai negeri atau penyelenggara negara-negara yang menerima hadiah, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut dibe~kan sebagai akibat 

atau disebabkan karena telah rnelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya". 

Hakim dalam suatu proses peradilan memiliki mandat untuk menahan, 

mengadili dan menjatuhkan hukuman serta membehasbn terdakwa. Hal inilah yang 

se ring berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan hakim . Dalam hubungan ini 

keberadaan mafia peradilan yang melibatkan hakim di dalamnya terjadi karena 

hubungan profesional yang seharusnya terjadi antara penegak hukum dengan pihak 

\ ang berperkara berubah menjadi hubungan transaksional. 

Pasal 240 ayat ( l) angka I KUHP "diancam dengan pidana penjara paling 

~,, ma sembilan tahun seorang hakim yang menerima hadiah a tau janji padahal 

<k ;.c tahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkata 

_. ·.:. :.g menjadi tugasnya". 

Dilerna dari keadaan ini adalah terjadinya korupsi di dalam proses peradilan 

..! ,.H b ~ubrn okh Hakim. f<chcrad~ian hak 1rn schaL!ar sa lah <; atu pclaku korupsi 
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khususnya dalam kerangka pelaksanaan jabal3.n.I1ya di linglllilgan peradilan tidaklah 

lxrdiri scndiri_ tetapi korupsi terscbut muncuI da.ri scbuah sindikat korporasi yang 

membentuk suatu mafia peradilan dan hakim termasuk di dalamnya. 

Mafia peradilan merupakan korupsi yang sistematik yang melibatkan mulai 

dari polisi_ panitera., advokaL jaksa., hakim. petugas di lembaga pemasyarakatan 

sampai petugas parkir di pengadilan pun tidak ketinggalan. 2 

Mafia peradilan tersebut terbentuk karena adanya kepentingan untuk 

memperkaya diri sendiri dengan mempermainkan suatu proses peradilan_ Kedudu-kan 

hakim biasanya menunggu dan sifatnya hanya menerima tawaran yang diajukan. 

Tawaran tersebut dapat dilakukan oleh advokaL polisi. pihak kejaksaan atau bahkan 

pihak-pihak berperkara. Dengan demikian sifat korursi yang dilakukan oleh hakim 

tidak rnenjemput bola tetapi lebih bcrsifat mcnanti kcdatangan bola. 

Tindakan hakim sebagai suatu indikator dari mafia pcradilan di bidang korursi 

se lain sangat merugikan pencari keadilan juga sangat merugikan profesi kehakiman. 

lk rdasarkan kcnyataan tersebut penulis mcrasa tertarik untuk mernbahas 

pcnnasalahan korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat di Bank Madiri Cabang 

1\ lcdan Zainul Ari fin dengan menelaahnya dari Undang-Undang No_ 20 Tahun 200 l 

'<:' ntang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberanta<;an 

T1 ndak Pidana Korupsi. 

· 1 ·- ran~ fl. Winarta, "Sejarah dan Modus Operandi Mafia Peradilan di Indonesia"'. 
p '' "' '" · .<-.'.c'ucitics. com 1'111ku111 _ indo11es ia!l111kseiorah ht 111/. Si nm I I araran 271812002 . [) iclkse:; lei nggal 

I Agu"lll ' ~ lllJ lJ . 
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C. Permasalahan 

Bertitik tolak dari apa yang penulis kemukakan da!am pendahuluan pemilihan 

judul di atas maka perlu kiranya diberikan suatu pembatasan ruang lingkup 

permasalahan agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya_ 

Untuk membahas ruang lingkup ini penulis akan memberikan pennasalahan 

sebagai berikut : 

Adapun yang menjadi pennasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah : 

a. Bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat 

pengadilan 

b. Bagaimana sanksi hukum dan pengawasan terhadap pejabat pengadilan dalam 

kaitannya dengan tindak pidana korupsi? 

D. llipotesis 

Hipotesa adalah anggapan dasar atau dugaan sementara yang kebenarannya 

masih belum tentu dipastikan secara tepat dan perlu dibuktikan melalui suatu 

penelitian. 

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam 

skripsi ini adalah : 

I. Modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim meliputi: . 
a. Pengaturan vonis. 

b. Komposisi majelis hakim. 

c \k11 ~~ u11:-ika11 perantara se perti jaksa, pengacara rn aupun calo . ----------------------------------------------------- 
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Sanksi hukum terhadap hakim yang berkaitan dengan korupsi dapat dikenakan 

sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang korupsi dan juga sank:si yang 

berhubungan dengan jabatannya, baik itu pemberhentian maupun teguran. 

Pengawasan terhadap hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi secara 

formal dilakukan melalui Komisi Yudisial. Dan secara r..on fonnal dapat dilak'Ukan 

oleh masyarakat melalui peninjauan terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan 

oleh hakim terhadap suatu perkara. 

E. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan adalah : 

I_ Dengan adanya tulisan ini diharapkan akan menamhah \vawasan penulis 

khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana korupsi . 

2. Untuk. mengetahui akan proses pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi menurut KUH 

Pidana dan UU No. 20 Tahun 2001. 

~ - Sebagai sa lah satu syarat untuk mencapa1 gelar sa~1ana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area. 

F. !\tetode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis 

:-~e mpergunakan 2 (dua) metode : 

Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian 

L rh~1Jar bcrbagai -.; umber bacaan, yaitu buku-huku 111a1alah hukum . pendarat para 
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terhadap berbagai sumbcr bacaan. yaitu buku-buku. majalah hukum, pendapat para 

sarjana dan juga bahan-bahan kuli3.h_ 

2. Field Research ( Pe ne litian Lapangan). \ ai ru dengan melakukan ke lapangan, 

dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri 

\1edan dalam mengambil data sesuai denganjudul penelitian yang diajukan. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini. 

Penulis membaginya dalam lima bab. yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub 

bab, yang antara lain : 

BABf 

BJ\B 11 

BAB JJI 

Pl:N DAH ULl JAN 

\ krupakan hab penJahuluan scbagai pcngantar daripada pembahasan 

in i yang bcrisikan Pcngertian J an Pencgasan Ju<lul, Alasan Pcmilihan 

Ju<luL Pcrmasalahan. Hipotcsis, Maksud dan Tujuan Pcnulisan, Metodc 

Pcngumpulan Data dan Sistematika Penulisan. 

TIN.l i--\ lJ i\N UMU1\'1 TENTANG TlNOAK PrDAN ;\ KOR UPS! 

Dalarn bah ini akan diuraikan tcntang : Pcngcn ian ·1 indak l'idana 

Korupsi. Jcni s-Jcnis Perbuatan Kornpsi dan Unsur-Unsurnya scrta 

Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Korups i. 

TlNJAUAN TENTANG PELAKU DALAM TINOAK PIDANA 

KOIU rps1 f\ffNlJRllT lllJ NO. 20 TA HUN 200 I DI Ill ) 13 UNGKAN 

DENCl .1\ N KUl IP 
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terhadap berbagai sumbcr bacaan. yaitu buhu-buku. majalah hukurn, pendapat para 

sarjana dan juga bahan-bahan kuliah . 

2 . Field Research { Penelitian LapanganJ. \a1ru dengan melakukan ke lapangan. 

dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri 

'.\'1edan dalam mengambil data sesuai denganjudul penelitian yang diajukan. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk rnemudahkan memberikan gan1baran isi dalam menyusun skripsi ini. 

Penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub 

bab, yang antara lain : 

HAl31 

131\ B ll 

BABIH 

I>t::NDAI I L.J I .l JAN 

~ krupat...dn hab pc:nJahuluan scbag:ai pcngantar daripada pembahasan 

ini yang bcrisikan Pcngertian dan Pencgasan Judul, Alasan Pcmilihan 

Judul. Pcnnasalahan, Hipotesis, Maksud dan Tujuan Pcnulisan, Metodc 

Pc 11 gumpula11 Data dan Sistcmatika Pcnuli san. 

TIN.lA UJ\N UMUt'vt TEN T/\NG TlNDAK PIDANA KORUPSI 

f )ai~trn bah ini akan diuraikan tcntang : Pcngcnian T i11 dak Pida1rn 

Korupsi. Jcnis-Jcnis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsumya serta 

Dasa r Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi. 

TlNJAUAN TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PrDANA 

KOR! i f>SI 1\:fFN( !RlJT lllJ NO. 20 TA HUN 200 I [)[~Ill IH INCJKAN 

DFNCl :\ N Kl 11 If> 
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Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Faktor-Faktor Yang 

Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana 

Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Pegawai Negeri Dengan 

Non Pegawai Negeri. 

BAB IV PROSES PEMERlKSAAN PER.KARA TINDAK PIDANA KORUPSI 

YAc~G DILAKUKAN OLEH PEJABAT DALAM PENGADILAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang : Proses Pemeriksaan Perkara Pidana ) 
Korupsi , modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

I 

pejabat pengadilan, sanksi hukuni dan pengawasan terhadap pejabat 

pengadi Ian dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, serta Kasus 

dan Tangga pan Kasus. 

K [ s r \ l r) [_! L '\ \' [) . .\ N s AR .~\ N 

Gcri~ikan tLntang Kesirnpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

juga rnernuat mengenai saran yang bcrguna bagi Pcnulis dan Pembaca. 
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BAB II 

TINJAL\l\ l -Mll'I TEXTA_:_~G TI:'DAK PIDANA KORUPSI 

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Tindak Pidana h.orupsi terdiri dari dua pengernan ya1tu tindak pidana dan 

korupsi Istilah '·tindak pidana'· adalah berasal dari istilah Bahasa Belanda 

"Strafbaarfeit" atau "delict". 

Dalam bahasa lndonesia di samping istilah "Tindak Pidana", juga telah dipakai 

dan beredar beberapa istilah lain baik dalam buku-buku ataupun dalam peraturan 

tertuli s yang penulis j umpai antara lain : 

l . Peristi,,a Pidana 
Pclanggaran Pidana 

3. Pcrbuatan yang <lapat dihukun1 
4. Perbuatan yang bokh dihukum 
5. Perbuatan Pidana . ~ 

Jadi dengan "Tindak Pidana" ada enam istilah yang tercipta dalarn bahasa kita 

untuk menterjemahkan istilah strafbaarfeit atau delict, Pemerintah dalam beberapa 

peraturan perundang-u11dangan selalu rnemakai istilah "Tindak Pidana--, seperti juga 

t-:rnyata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tcntang 

Pe rnberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Di bawah ini penulis kernukakan beberapa sarjana hukum yang telah member 

pe rumusan mengenai tindak pidana itu yang antaranya : 

' Roeslan Saleh. J>erh110 1w1 /'1d1111u du11 l 'cr1a11gg1111g .lm1ahu11 fJ1lfa11u . Pen er brt ·\h: sar·a Baru. 
J •-:-rm, I 996, ha!. 7 ----------------------------------------------------- 
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1. R. Tresna 

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia ya!1 g 

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain;; :. c. 

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa 

supaya suatu perbuatan itu dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus 

memenuhi syarat yaitu : 

a. Harns ada perbuatan manusia 
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa vang dilukiskan dalam ketentuan 

hukum 
c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus 

dapat dipertanggung jawabkan. 
d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan huk:um 
e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman huk:uman di dalam undang

undan g. 

; Moeljatno · 

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan 
diancm dengan pidana yang melanggar pidana tersebut. Selanj utnya ia j uga 
mengatakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan yang 
melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam 
arti bertentangan dengan atau me~ghambat akan terlaksana tata pergaulan 
masyarakat yang dianggap baik adil. 

R. Soesilo 

Tindak pidana yaitu sesuatu perbuatan yang dilarang atau diabaikan , maka 

Of 'ng yang melakukan atau mengambaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam ha! 

' R. T resna, Azas-Azas Hukum Pidana, PT Tiara Ltd, Jakarta, 1999, hat 15 . 
; K \.\'artjik Saleh, Ti11dak !'idana Korupsi dan S11ap, Penerbit Ghalia [ndones ia, Jak ana, 

~ . hal 32 
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ini beliau juga mengatakan bahwa tindak pidana itu sendiri terdiri dari unsur, yaitu : 

a. Unsur yang bersifat objektif 

b. Unsur yang bersifat subjektif 

ad a Unsur Objektif itu meliputi : 

l ) Perbuatan manusi yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang 
negatif yang menyebabkan pidana. 

2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau 
membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma 
hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum. 

3) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi 
terdapat pada waktu melakukan perbuatan. 

4) Sifat melawan hukum dan sifat dipidanakan dengan uri.dang-undang. 6 

ad b. Unsur Subj ekti f ya itu : 

Kcsalahan Jari l1rang yang 1111.: langgar aturan pidana, artinya pelanggaran itu 

ha rus dapat dipertanggun g jawabk.an kepJ.da pe langgar. 

Dari apa yang di sebut di atas k.iranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu 

·'c rbu atan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan: 

,1_ Me la,van hukum 

b f\ krugikan masyarakat 

Dilarang oleh aturan pidana 

Pdakunya diancam dengan hukum pidana . 

Yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang 

" R Soesilo. f'okok-Pokok H11k11111 f'idcma l'eroruru11 r '11111111 do11 !Je/ik- De/ik Khu.ms , Penerbit 
e1,:. Bugor. 199 '> . hal 37 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....



14 

oleh aturan pidana dan pdakunya d iancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum 

dan merugikan masyarakat menunj ukkan sifat perbuatan tersebut. 

Suatu pcrbuatan yang bcrsifat mda,,an hukum dan merugikan masyarakat 

belum tentu hat itu merupakan suatu tindak pidana yang diancam kepada pelakunya. 

Untuk mengetahui apakah sesuatu perbuatan iru merupakan tindak pidana atau 

tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum 

pidana positif). Bagi kita sekarang ini ketentuan-ketentuan hukum itu termuat dalam : 

a . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b. Undang-undang/Peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan 

hukum, pidana di luar KUHP. 

Se te lah menguraibn apa vang di sebut sebaga i tindak pidana. berikut in i penuli s 

menguraikan tentang pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin 

corruptio atau co rruptus. Sel anjutnya di sebutkan bahwa corruptio itu berasal pula kata 

asal comnpere, suku kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin turun kebanyakan 

bahasa Eropa seperti f nggris : corruption, corrupt; Peranc is · Corruption dan Belanda : 

Corruptie (korrupti e). Dapat penulis memberanikan diri bahwa kata itu turun ke 

bahasa Indonesia: " korupsi" . 

New World Dictionary of the American Language menjelaskan bahwa sejak 

a bad pertengahan Inggris menggunakan kata corruption dan Perancis corruption yang 

mengandung arti : 

Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk 
Perilaku yangjahat dan tercel a atau kebejatan moral 
Penyua pan dan bentuk-bcn tuk k c:t id a k_1 L~1u ra n 
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Kebusukan atau tengik 
Sesuatu yang dikorup, sepcrti bt.3. \·am! dirubah atau digf!.mi secara ti.:hk 
tepat dalam suatu kalimat 
Pengaruh-pengaruh yang korup 

4. Soedjono Dirjosisworo 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disimpulkan oleh 

Poerwadarminta : "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 

penerimaan sogok dan sebagainya 

Pasal 1 : Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah : 

(1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri , orang, lain, atau suatu badan yang secara 
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau 
perekonomian negara atau diketahui atau patut di sangka o lchnya 
bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau 
perekonomian neg:ara ~ 

b. Barang siapa dengan tujuan menggantungkan diri sendiri atau orang 
lain atau badan, menyalahgunakan ke\\'enangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara 
langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara; 

c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 
87, 388, 415, 416, 418, 419, 420, 425 dan 435 KUHP; 

d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti 
dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau 
sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya 
atau o leh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan 
atau kedudukan itu; 

e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat
singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan 
kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419 dan 420 atau 
janji tersebut kepada yang berwajib; 

(2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan 

So.::djono Dirjos isworo. F1111g.1·f !'er1111da11g-l !11do11gu11 ! '1da11a I >a/am 
-,,.,,,,,, fi r !11dn 11esiu Pencrb it Sinar Baru , Bandun g. 198 1. hal ~~ 

tin&k piMm / 

l 'e11m11;p1/m1gan 
\ .· 
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tersebut dalam (ayat 1) a, b, c, d, e, pasal ini .8 

Di samping pengertian korupsi yang diberikan oleh undang-undang (Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001) sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat ~nuli s. 

kiranya perlu juga kita melihart beberapa pengertian tindak pidana korupsi yang 

ditinjau dari beberapa segi yang diberikan oleh para sarjana antara lain : 

1. Rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial 

Para ilmu sosial umumnya mengkaitkan defenisi mereka tentang tindak pidana 

korupsi itu terutama ditujukan pada kantor-kantor pemerintahan (instansi atau 

aparatur). 

Svah Hussein Alatas, dalam bukunya Sosiologi Korupsi menyebutkan tindak 

pidanJ. korupsi itu sebaga1 suatu perbuatan pegawai negeri yang rn enerima pembcrian 

yang disodorkan ol eh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar 

memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang 

perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga 

k'rcakup dalam konsep itu. Pemerasan yakni permintaan pemberian-pemberian atau 

had iah se perti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang 

s~bagai korupsi. 

Sesungguhnya istilah itu sekarang juga dikenakan jug pada pejabat-pejabat 

:ang menggunakan kekuasaan mereka sendiri, dengan kata lain mereka yang bersalah 

8 
( !11da11g -( !11da11g No. :!(! l(t/11111 }(}II I fr111a11g Pemhcra111aw11 l/11(/ak Pidana Korupsi , Citra 

b::ui. Bandung. 2002, hal. -ll) 
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melakukan ~nggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. 

Fenomena lain yang bisa dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan anak 

saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada _iabatan-jabatan publik tanpa 

memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan pubhk. Beliau 

menyebut ha! ini "nepot1sme --. 

2. Rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintahan. 

Defenisi korupsi berkaitan dengan konsep jabatan dalam pemerintahan dan 

penyimpangan terhadap kaidah hukum dan etika pemegang jabatan yang bersangkutan 

dilukiskan denganjelas dalam karya tiga pengarang sebagai berikut : 

a Menurut Bayley perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan 
yang berhubungan dengan penyalahgunaan we\\'enang atau kekuasaan sebagai 
akibat adanva pe rtimbangan bagi mereb \an g memegang _1abatan bagi 
keuntungan pribadi. 

b. Menurut M .Mc Mullan seseorang pejabat pemerintah dikatakan " korup" 
apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan 
sesuatu yang bisa ia lakukan dalam tugas jabatannya padahal selama ia 
menjalankan tugasnya tidak boleh berbuat demikian Atau dapat berarti 
menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan 
dapat merugikan kepentingan umurn Yaitu penyalahgunaan ke\\'enangan dan 
kekuasaan. 

c. Menurut J.S. Nye korupsi sebagai peri laku yang menyim pang dari kewajiban
kewajiban nonnal suatu peranan jawatan pcrnerintah, karena kepentingan 
pribadi (keluarga, golongan, kawan akrab), demi mengejar status dan gengsi , 
atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi 
kepentingan pribadi. 9 

Rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar 

Menurut arti korupsi yang dihubungkan dl'.ngan tcon pasar telah 

Sva h Hu sse in :\latas. So\·1n/0"'1 Knm; •.,1. LP .l ES 1993 h ~tl I I ----------------------------------------------------- 
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dikembangkan oleh para ahli sebagai berikut : 

a. Jacob Van Kle\·eren yang rnengernukakan bahwa seorang abdi neg:ara 
(Pegawai Nege ri ) yang berji"·a korup menganggap kant0r j abata nnya sebagai 
suatu perusahaan dagang di rnana pendapatannya akar: di usahakan 
semaksimal mungkin . Besamya hasil yang diperoleh tergantung pada situsi 
pasar yang "kepandaiannya" untuk menernukan titik hasi\ rnaksimal 
pennintaan masyarakat. 

b. Robert Tilman yang berkeyakinan bah\\·a korupsi meliputi suatu pergeseran 
dari model pasaran bebas . Mekanisme yang dipusatkan menjadi cita-cita 
birokrasi modem dapat pecah ke dalarn ketidaksarnaan yang serius antara 
penawaran dan penerirnaan. Para pelanggan akan mengarnbil keputusan 
bahwa ada manfaatnya mengambil resiko yang sudah diketahui dan 
membayar harga yang lebih tinggi agar terjarnin untuk mernperoleh 
keuntungan yang dicita-citakan.10 

4. Rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum 

Beberapa penulis cenderun g menentukan korupsi sebaga i konsep ''demi 

.:cpent ingan urnum" (alasan dalam rnenentukan koru p adalah ··dirugikan atau tidaknya 

kc pentingan umurn, oleh petugas yan g seharusnya melindungi kepentingan umurn"), 

1
< antaranya : 

a. Carl J. Freidrich misalnya mempertahankan , bahwa pola korupsi dapat 
dikatakan ada apabila seseorang pemegang kekuasaan yang berwcnang untuk 
melakukan ha l-hal tertentu seperti seseorang pej abat yang bertanggung jawab 
melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan 
undang-undang (secara tidak sah) membujuk untuk mengarnbil langkah yang 
menolong siapa saja yang menyed iakan hadiah dan dengan demikian benar
benar membahayakan kepentingan umum . 

b. Arnold A Regan dan H.D. Lasswell rnernpertahankan bahwa suatu 
perbuatan yang korupsi menodai pertanggung jawaban bagi sedikitnya satu 
sistem tersebut atau rusaknya sistem tersebut. Sistem yang mengutamakan 
kepentingan umum di atas kepentingan khusus dan perkosaan terhadap 
kepentingan umum untuk memperoleh manfaat tertentu bagi di rinya ada lah 
korup.11 

10 !bid 
1 1 Soedjono Dirdjosi sworo, 01J ·,r . ha! ,n ----------------------------------------------------- 
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Dari rumusan-rumusan tersebut di atas tercennin bahwa korupsi menyangkut 

segi-segi moral, sifat dan keadaan busuk, penyele\vengan kekuasaan dalam jabatan 

karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta nepotisme. 

B. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya 

Sebelum menguraikan tentang jenis-jenis perbuatan korupsi dan unsur-

unsumya, menurut hemat penulis perlu diuraikan l_ebih dahulu tentang ciri-ciri dari 

korupsi itu. 

Menurut pendapat Syed Hussein Alatas, adapun ciri-ciri dari korupsi itu adalah 

sebagai berikut : 

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang hal ini tidak sama 
dengan kasus pencurian, misalnya atau penipuan. Seorang operator terasing 
yang korup sesungguhnyalah tidak ada dan kasus-kasus demikian biasanya 
tennasuk dalam pengertian penggelapan (fraud). 

b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasia kecuali di mana ia telah 
begitu merajalela dan begitu dalam _berurat-berakar sehingga individu
individu yang berkuasa atau mereka ·yang berada dalam lingkungannya 
tidak tergoda untuk menyembunyikannya perbuatannya rnereka. 

c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 
Kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang. 

d. Mereka yang terli bat korupsi adalah mereka yang menginginkan 
keputusan-keputusan yang tegas dan mereka mampu untuk mempengaruhi 
keputusan-keputusan itu. 

e. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada pada badan 
publik atau masyarakat. 

f. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkh.ianatan keper~ayaan. 
g. Setiap bentuk korupsi mel ibatkn fungsi gand yang kontradiktif dari mereka 

yang melakukan tindakan itu. . 
h. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung 

jawaban dalam tatanan masyarakat. [a didasarkan atas kesengajaan untuk 
menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus. 2 
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Demikian uraian yag dibuat oleh Syah Hussein Alatas tentang ciri-ciri Korupsi. 

Dalam ha! ini penulis akan memberikan tanggapan setelah menguraikan pula tentang 

jenis-jenis perbuatan korupsi dan unsur-unsumya 

Dari perumusan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 

200 l dapat diikhtisarkan dapat enam jenis tindak pidana korupsi yaitu : 

l. Tindak Pidana Korupsi Pokok (ayat a dan l b) 

2. Tindak Pidana Korupsi KUHPidana (ayat 1-c) 

3. Tindak Pidana Korupsi Umum bukan Pegawai Negeri (ayat l-d) 

4. Tindak Pidana Korupsi karena Tidak Melapor (ayat 1-e) 

5. Tindak Pidana Korupsi Percobaan (ayat 2) 

6. Tindak Pidana Korupsi Permufakatan (ayat 2)_ 

l. Jenis Korupsi Pertama 

Selanjutnya sub (l) a : "Barang siapa dengan melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara 

langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui 

atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut rnerugikan keuangan nc:gara 

atau perekonomian negara". 

Unsur-unsumya: 

a Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu b'adan. 

b Perbuatan itu bersifat melawan hukum. 

c Secara langsung atau tidak langsung mcru~ikan keuangan negara dan ::itau 
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perekonomian negara atau patut disangka atau merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. 

Rumusan sub ( 1) b : "Barang siapa dengan tujuan menguntungkan din sendiri 

atau orang lain atau badan lain, menyalahgunakan ke\\·enangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. 

Unsur-unsumya : 

a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan 

atau kedudukan. 

b. Ada tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau salaii satu badan . 

c. Perbuatan langsun g atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonornian negara. 

2. Jenis Korupsi Kedua 

Rumusan sub ( 1) c : "Barang siapa rnelakukan kejahatan tercantum dalam 

Pasal 209, 210, 287, 288, 415 , 4l6, 4l7, 418, 419, 420, 423 , 425 dan Pasa l 435 KUH 

Pidana. Unsur deliknya adalah melakukan perbuatan yang diancam dengan pasal-pasal 

KUH Pidana sebagairnana tersebut butir rurnusan sub ( l) c di atas. 

J . Jenis Korupsi Ketiga 

Rurnusan sub (1) d : "Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai 

negen seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan dan 

'·e wc nan g ya ng melctak pada Jabatann ya atau oleh si pemheri hadiah a tau _1~rn1 i ----------------------------------------------------- 
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dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu". 

Unsur-unsumya : 

a. Hadiah ataujanji 

b . Pegawai negeri 

c. Dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan 

atau kedudukan atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan 

4. Jenis Korupsi Keempat 

Rumusan sub ( l) e : " Bararig siapa tan pa alasan yang wajar dalam \\·aktu yang 

sesingkat-singkatnya telah menerima atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang 

tcrsebut dalam Pasal -pasa l 418. 419 , dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau 

j an_1i kepada yang berwajib. 

Unsur-unsurnya : 

Pembuat telah menerima pemberian atau janji dari seorang yang diberikan 

kepadanya seperti tersebut dalam Pasal 428, 429, dan 420 KUHP. Harus terbukti 

dulu bahwa pemberian ataujanji yang diberikan kepadanya antara lain : 

I J Mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat atau dianggap oleh si 

pembuat melekat jabatannya (Pasal 428 KUHP) 

r2) Untuk menggerakkannya agar ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

jabatannya (Pasal 419) 

J ) Apabila si pemben hadiah adalah scorang hakim untuk mempengaruhi sesuatu 

ke putusan dari perkara yang diperiksa olehnya (Pasal 420 KUHP) 
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( 4) Dalam \\abu yang sesmgkat-singkatnya setelah penenmaan itu ta tidak 

melaporkan pcmbcrian ataujanji itu kepada yang berwajib. 

b. Tidak melaporkannya 1tu tidak ad.a alasan yang wajar. 

5. Jenis Korupsi Kelirna 

Rumusan Pasal I sub l)) --Barang siapa melak-ukan PERCOBAAN a tau 

permufakatan untuk melakukan tindak pidana dalam ayat ( l) a , b , c, d, e pasal ini . 

Unsur-unsurnya: 

Karena di dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak 

diterangkan apa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal l ayat (2) ini , maka 

dengan mendasarkan pada Pasal l 03 KUHP yang dimaksudkan den ga n percobaan 

Lersebut adal ah perbuatan yang memenuhi svarat-syarat seperti ya ng dikehendaki oleh 

f) asa l 53 ayat ( l) KUHP yaitu : 

a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu 

b. Orang sudah mernulai berbuat kejahatan itu 

c Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh sebab-sebab yang timbul 

kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri . 

Jenis Korupsi Keenam 

Rumusan Pasal 1 sub (2) : "Barang s1apa melakukan percobaan atau 

::'C: RMUF AKA TAN untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam 

..:._.·at ( I) a, b, c, d, e, pasal ini . 
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Untuk dapat rnengeni apakah yang dimaksud dengan pcnnufak:atan dalam 

Pasal 1 ayat (2) kita tidak dapat rnenemukan dalam penjelasan Undang-lindang No _ 20 

Tahun 2001, tapi kita harus menemukan di dalam ketentuan lam. yanu ?asal 88 KUHP 

yang menentukan bahwa pennufakatan jahat ada jika ada dua orang atau lebih telah 

mufakat untuk melakukan kejahatan 

Setelah diuraikannya tentang ciri-ciri korupsi, dapat disimpulkan bahv .. 'a semua 

ciri-ciri korupsi tersebut meliputi keseluruhan jenis tindak pidana korupsi dengan kata 

lain tidak ada jenis korupsi yang enam itu yang tidak dilengkapi ciri-ciri tersebut 

Demikian halnya tentang kriteria apa yang dibuat untuk menentukan Jerns 

korupsi tersebut, tidak ada dikemukakan secara tegas dalarn penjelasan undang

undang. Menurut pendapat Soedjono Dirdjosisworo, kriteria untuk menentukan jeni s-

1cnis perbuatan yang tennasuk korupsi adalah terjadi penyalah gunaan kekuasaan yang 

secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap didahulukannya 

f..:e pentingan pribadi di atas kepentingan urnum. Setiap jenis korupsi yang ditentukan 

'a larn Pasal l ayat ( l) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tertampung dalam kriteria 

I l. 

Dari delik yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 200 l 

·; rasakan masih kurang luas, di mana masih banyak perbuatan yang dirasakan seharus 

~ • 1;> idana tapi tercakup didalamnya. Secara sosiologis, nepotisrne (memasang keluarga 

.crn. u teman pada posisi perintah tanpa memenuhi syarat untuk itu) dipandang sangat 

.. ;uk dan merugikan masyarakat, tapi tidak termasuk sebagai delik korupsi Syah 

s~,:i n Alatasa dalam bukunya Sosiologi Korupsi membuat klasifikas i korupsi dalarn ----------------------------------------------------- 
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tiga kelompok : 

a. Paksaan rnengeluarkan uang 

b. Sogokan 

c. Nepotisrne 

C. Penyebab Timbulnya Korupsi 

Menurut hemat penulis, sebelurn suatu bangsa rnelakukan suatu tindakan untuk 

penanggulangan korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah dari bangsa 

yang bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenamya yang 

1nenyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga 

nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindak yang tepat. 

Bila kita merenungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenamya yang 

;11cnyebabkan timbulnya korupsi itu di negara kita ini . Untuk itu penulis 

rnemberanikan diri untuk memberi jawaban. 

Kemungkinan besar korupsi itu meraja lela di negara kita ini mungkin karena 

para pejabat terpaksa melakukan karena gaji yang tidak memenuhi untuk membiayai 

L:perluan rw11ah tangga dan kemungkinan juga pejabat itu dengan sadar melakukan 

rupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain agar dapat hidup rnewah. 

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial dalam rnasyarakat dan rnerupakan bagian 

~3 1am proses-proses sosial dan begitu juga dengan proses-proses sosial dan begitu 

.. gJ. dengan proses-proses ekonom 1 yang begitu mempengaruhi hubungan antara 

anus1a 
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Demik:ian 3uga halnya dengan korupsi yang juga timbul disebabkan oleh 

kondisi sosial ekonomi dan birokrasi administrasi yang kacau serta sistem laporan 

yang tidak disiplin 

Kalau kita mengambil asumsi bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi 

disebabkan timbulnya loyalitas yang bebas dalam pembuatannya yang termasuk daiam 

hal hal ini adalah : loyalitas yang tinggi kepada kepentingan keluarga, golongan, 

kerabat, partai dan lain-Ian yang terdapat pada sementara pejabat yang kebetulan 

memegang posisi penting, akan tetapi tidak segan untuk memanfaatkan kesempatan 

yang ada untuk melakl1kan pola-pola perbuatan, termasuk pungli. Loyalitas yang 

t inggi kepada kepentingan keluarga mendorong sementara orang yang merusak yang 

OC'.rta nggung ja\Vab kepada kehidupan keluarganya. terpaksa berani melakukan apapun 

o ;::mi mempertahankan kehidupan keluar su!'.ival. Sementara orang yang kurang 

· 1 ~ra sakan kepentingan bangsanya akan memanfaatkan kesempatan atau kelemahan 

- fi ang-undang atau peraturan-peraturan untuk mencapai tujuannya seperti dalam 

· :.-nve lundupa n menghindari pajak dan lain-lain . 

Proses berlangsungnya niat ini yang rnungkin dicapai dengan jalan yang cukup 

-w a dan kesernpatan yang ada dan menirnbulkan kemahiran atau kemampuan. 

Bagaimana halnya dengan korupsi yang telah merajalela di mana-mana dan 

~ ·n ;:ntara ahli dan orang-orang mengatakan bahwa korupsi sudah merupakan tradisi 

__ J _udah budaya. 
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Di atas telah diuraikan sebab-sebab korupsi ini dan sekarang marilah kita 

perhatikan pendapat dari seorang saDana bemama Svah Hussein :\latas_ menurut 

pendapatnya bahwa korupsi itu adalah : 

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu, 

memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi , 

sebagaimana dinyatakan dalam pembahasan Cina dan Jepang "Dengan 

menghembusnya angin melengkuhk:an bulu". 

2. Kelemahan-kelemahan pengajaran agama dan etika. 

3. Kolonialisme. Satu perintah asing tidaklah mengubah kesetiaan dan kepatuhan 

yang diperlukan untuk membentuk korupsi . 

4. Kurangnya pendidikan. 

" Kemiskinan. 

6. Tiadanya tindak hukum yang keras 

7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi . 

B. Struktur pemerintahan 

9. Perubahan radikal. Tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, 

ko rupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional. 

0. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan 

masyarakat keseluruhan. 

Dari bentuk-bentuk korupsi menunjukkan bahwa korupsi itu tidak ubahnya 

~ _ ··~a n penanaman parasit, akan menjalan dan memenuhi setiap lingkungan yang 

'a n!.!: 111 enycdiakan kebutuhan-kebutuhanm·a. I !al ini jelas nampak pada k1l3 
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merajalda.nya korupsi di setiap departemen. 

Dalam se_iarah demokrasi barat juga pernah terganggu oleh korupsi , selama 

abad ke - 18 d.an 19 Faktor-fak-10r itu adalah disebabkan persaingan-persaingan antar 

kelas-kelas dan dalam ha! ini dapat terbukti adanya pembelian suara-suara di kala tiba 

pemilu, dan juga daerah-daerah pemilihan dijual kepada penawar tinggi. 

Selain yang diuraikan di atas, korupsi itu terjadi : " Untuk melindungi 

kepentingan diri sendiri, akhimya setiap orang dewasa merasa terpaksa harus ikut 

melakukan tindakan korupsi seperti penggelapan pajak, biaya _masuk, dan para 

pengusaha umpamanya bersedia menandatangani kwitansi pembayaran yang 

menetapkan harga yang jauh lebih tinggi berganda-ganda dari wajar dengan 

ke lebihannya dibagi dengan para pejabat yang bersangkutan. 

Memang apa yang dikemukan di atas adalah suatu jalan yang paling baik untuk 

menjalankan korupsi, yang berakibat uang ke kas negara menjadi berkurang dengan 

tidak semestinya sehingga dapat mempengaruhi jalannya roda pembangunan karena 

sang pejabat dengan oknum-oknum dan para kontraktor saling take and give satu sama 

la inn dan dalam hal ini mula-mula dilakukan adalah bersifat sukarela dan kemudian 

ia ma kelamaan menjadi kewajiban 

Mungkin hal ini pada mulanya adalah untuk memperlancar prosedur birokrasi 

•. ang diperlukan untuk mendorong pengambilan keputusan-keputusan yang 

<l! kehendaki tetapi lebih meluas dengan tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dipenuhi . 
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Praktek korupsi yang demikian akaI1 meP,j auh.l.:an masyarakat dari pemerintah 

dan pejabat pemimpin negara yang mengakibatkan pemerintah dan pemimpin

pemimpin pemerintahan sena pejabat negara kebl angan \\lD3\\·a mereka baik secara 

pribadi maupun dalam kedudukan resmi mereka. 
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BAB ID 

TINJAUAN TENTANG PELAK(] DALA1'f TL'""DAK PIDAI"A KORUPSI 

MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001 DIHUBUNGK.\.l\ DEl\GAN KUHP 

A. Penyertaan Pegawai Negcri .Menurut Undang-Undang l\o. 20 Tahun 2001 

Seseorang baru dapat dikatakan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana 

apabila ia telah menemu1 semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Dalam Pasal 55 ayat ( l) KUHP dikatakan bahwa seseorang dihukum sebagai 

1..i rang yang melakukan peristiwa pidana: 

l e. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan 
perbuatan itu ; 

2e. Orang yang dcngan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau 
pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memben 
kesempatan, daya upaya a tau keterangan sengaja membuj uk untuk 
melakukan suatu perbuatan.13 

Dari bunyi pasal te rsebut, setiap pelaku dalam suatu peristiwa sedikitnya harus 

m -: mcnuhi unsur-unsur : 

'! frlakukan 

b Menyuruh melakukan 

.. Turut mclakukan dan 

Memberi upah, janji dan sebagainya, termasuk sengaja memb,ujuk.. 14 

Se lJ.nj utnya, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidana 

1
' R Soc~ i l o . ,\.-11{/' /Jc·11gu11 ! 101jclasu1111m, Politeia. Bogor. 199 1. hal 23 . 

· : R \ _· '"n.•. i " · 'c"1Ld i1 ' •·.1i:1 f.::u, - -f ::o1· fl!i k11111 l 'idu11u . :\ lu111ni, Bandung. 1992. hal 26 

\ 
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3 I 

korupsi dapat dibagi 3 bagian yakni : 

a. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri; 

b. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri; 

c. Tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri maupun 

oleh bukan pegawai negeri . 15 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pengertian pegawa1 negen 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Pegawai Negeri adalah meiiputi: 

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang 
Kepegawaian; 

b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalarn Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana_ 

c. Orang yang meneri ma ga_j i a tau upah dari keuangan negara a tau daerah; 
d Orang yang mcncn ma ga_it atau upah dari suatu korporasi yang menerirn a 

bantuan dari keuangan negara atau daerah , atau 
e. Orang yang mcnerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 

mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat. 16 

Secara lebih rinci, Pasal 92 KUHP menegaskan pengertian pegawai negen 

sebagai berikut : 

l. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 
aturan-aturan umum. 

2. Orang-orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota badan pembuat 
undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang 
dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah. 

3. Semua anggota de\1\-'an-dewan daerah. 
4. Semua kepala rakyat Bumiputera dan kepala Golongan Timur Asing yang 

menjalankan kekuasaan yang saja. 17 

15 
Wirj o no Prodjodikoro. li11Juk l 'ulana Kump.11 d1 /11-1011<·\·iu. Alumni , Bandung, 1993, hal 

i r, {/11da11g-U11da11g :\·n ::o !( 1'11111 ::no I fr11ra11g f', ·111h,·ru111uso11 /"111dak PiJana Kor11psi , 
01J ·/{, ha! 4 I 

17 
\\ ' iri 011t> Pn1d jo,!ik 0 1J \) I J,: • I 

0
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h.etentuan pegawai negeri dalam Und.ang-Undang No. 18 Tahun 1961 , 

sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, khususnya dalam 

Pasal 2 undang-undang tersebut di mana dalam Pasal 1 huruf (a) dari undang-undang 

yang terakhir ini dinyatak:an bahwa pegawai negeri adalah mereka yang telah 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau 

diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan 

perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Mereka yang termasuk pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 

1974, adalah terdapat dalam ·Pasal 2 dari undang-undang tersebut, yaitu : 

I. Pegawai negeri terdiri dari : 
a Pega,rni Negcri Sipil 
b. Anggota Angkatan Bersenjata (ABRI) 

2 Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : 
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat 
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah 
c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.18 

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah yang 

menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari 

1 ' euangan negara atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-

f..: elonggaran dari negara atau masyarakat (Pegawai Negeri menurut Pasal 2 UU No 20 

T ahun 2001 ). 

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan pegawai negen adalah seperti 

is Andi Hamzah. Kon11J.1t ()1 /11drm,·.11u . . \l1/\ulah dan l'emnx1ha111nu. l' T Ci1 a111t:di <t. Jakart a. 
<> .: . ha l 50 ----------------------------------------------------- 
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yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena Pasal

pasal 209, 210, 387, 415 , 416, 517, 418, 419. 420. 423 . 425 dan 435 KUH Pidana 

ditarik masuk menjadi delik korupsi maka kalau ditilik perluasan pengertian pega\\-ai 

negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 di atas nyata ruang lingkupnya sangat 

luas . Dikatakan memperluas , karena ada kata-kata __ ." meliputi juga orang-orang" . 

yang demiian Pasal 92 KUHP tentang pengertian pegawai negeri tetap berlaku, hanya 

diperluas pengertiannya. 

Menurut penjelasan, Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perluasan 

pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok 

t--:.e pegawaian No. 18 Tahun 1961 . Oleh karena undang-undang kepegawai an yang 

disebut itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No 8 Tahun 1974 _ maka pen,i elasa n 

1tu sudah dicabut dan diganti dengan UU No_ 8 Tahun 1974_ maka penjelasan 1ni harus 

d ibaca sesuai dengan yang terakhir itu, yaitu UU No 8 Tahun l 974. 

Dengan demikian pengertian Pegawai Negeri menurut UUPTK (Undang

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) telah berlapis tiga, sebagai berikut • 

1. Pegawai Negeri menurut UU No_ 8 Tahun l 974 

; Pegawai Negeri menurut Pasal 92 KUHP 

3. Pegawai Negeri menurut Pasal 2 UUPTPK. 

Jadi kalau perluasan pengertian pegawai negeri seperti ditentukan dalam Pasal 

-, UUPTPK tidak berlaku lagi bagi ketiga pasal tersebut di atas dan pasal-pasal lain 

~<.ii KUHP. rnaka ini berarti tidak memperluas de lik korupsi yang ada dan hanya 

h~· r i:tkll sat u pasa l ata u pe ru111usa 11 saja , ya1tu Pasa l l ayat ( 1) sub d. dan d1 s itu pun ----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....



' 1 _>-. 

·1dak sebagai subjek melainkan sebagai salah satu unsur dari perurnusan itu Untuk 

_1.: lasnya. perumusan Pasal l ayat (1) sub d adalah demikian: "Barang siapa memberi 

f-: adiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan 

mengingat sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan dan kedudukannya atau oleh 

si pemberi hadiah dianggap melekat padajabatan atau kedudukan itu". 19 

Pendapat yang mengatakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 

2 UUPTPK tidak berlaku bagi perumusan pasal KUHP yang ditarik -menjadi delik 

korupsi, dikemukakan oleh Sudarto, antara lain sebagai berikut : 

Sesuatu yang bisa dinyatakan ialah apakah ketentuan itu juga berlaku terhadap 
pengertian "pegawai negeri" yang di scbut dalam pasal-pasal KUHP yang 
dicantwnkan dalam Pasal l sub le (tindak pidana korup jenis ketika). Penulis 
cenderung yang dirnaksud dalam undang-undang ini harus diartikan perka taa n
perkataan "pegawai negeri.. yang secara tegas-tegas disebutikan dal am 
undang-undang int.= · 

Sekarang sampailah kita pada uraian tentang Tindak Pidana Korupsi yang 

d ilakukan oleh Pegawai Negeri seperti dimaksudkan dalam pembahasan ini (point 1 

di atas) . 

Pada umumnya kalau berbicara rn e nge nai korupsi , maka asosiasi pikiran kita 

ic rtu_1 u kcpada pega\\'ai nege ri , karena rnenurut rcndapat um um hanya pegawai 

11-::gerilah yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi setelah diteliti 

,"K rumusan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan 

negawai negeri dapat diketahui dari kata-kata : Barang siapa dengan melawan hukum 

19 Andi Hamzah. Op.Cir, hal 62 
1
'' !hid , hal fJ :2 
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melakukan perbuatan mempcrkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang 

sccara langsung atau tidak langsung merugikan k:euangan negara atau diketahui atau 

patut disangka olehnya bahwa perbuatar. tersebut merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara (Pasal 1ayat1 sub a UU No. 20 Tahun 2001).21 

Dengan kata lain ·'barang siapa" berarti baik pega\\·ai negeri maupun non 

pega,.,.ai negeri dapat melakukan tindak pidana k:orupsi tersebut. Kalau ayat (1) sub b, 

c dan e jelas bahwa pelaku yang dimaksud adalah pegawai negeri. Kalau ayat-ayat ( 1) 

sub d sebagai pelakunya adalah semata-mata pemberi suap kepada pegawai negen 

yang dapat terdiri seorang swasta (buk:an pegawai negeri) . 

Sekarang kita kaitkan dengan KUHP, maka kita akan jumpai dari kata-kata 

sebaga[ berikut • 

a. Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk. seterusnya atau untuk. 
sementara wak.1u menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan 
sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yang disimpannya karena 
jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu 
diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang lain itu sebagai 
orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh 
tahun (Pasal 4154 KUHP. 

b. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk 
sementara menjalankan pekerjaan umurn, yang dengan sengaja dengan palsu 
membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk 
pemeriksaan administrasi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun 
(Pasal 416 KUHP). 

c. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk 
sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja 
menggelap-kan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak 
dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan akan mertjadi tanda bukti atau 
keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau 
daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain 
menghilangkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak 
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dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bulli atau 
keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat ak--re, surat keterangan atau 
daftar yang disimpannya karena pekerjaannya. atau membiarkan orang lain 
menghilangkan, rnembinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tak 
dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lain sebagai 
pembantu dalam hal ini , dihukum penpra sda111a-larnanya lima tahun enam 
bulan (Pasal 417 KUHP). 

d . Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau 
patut menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu 
berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang 
menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada 
berhubungan dengan jabatan itu, dihukwn dengan hukum penjara selama
lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (Pasal 418 
KUHP). 

e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai 
negen : 
le. Yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa 

perjanjian atau pemberian itu diberikan kepadanya untuk membuj uknya 
supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa 
yang bcrlawanan dengan kewajibannya. 

2e. Yang menerima pemberian, sedang diketahuinya , bah\\·a pemherian itu 
diberikan kepadanya oleh karena a tau herhuhungan dcngan apa : ang 
telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berla\rnnan 
dengan kewaj ibannya (Pasal 419 KUHP). 

f Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum : 
le. Hakim yang rnenerima pemberian atau perjanjian sedang diketahuinya, 

bahwa pemberian atau perjanjian itu dapat diberikan kepadanya untuk 
mempengaruhi keputusan sesuatu perkara yang diserahkan pada 
pertirnbangannya; 

2e. Barang siapa yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk 
sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan 
yang menerima hadiah atau perjanj ian, sedang ia tahu bahwa hadiah 
atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi 
pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan 
oleh pengadilan itu. 

3e. Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa 
pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya 
mendapatkan suatu penghukurnan dalam perka.ra pidana maka si 
tersalah dihukum penjara selarna-lamanya dua betas tahun (Pasal 420 
KUHP). 

g. Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau 
orang lain dengan rnelawan hak, memaksa seseorang dcngan scwenang
wcna11 g 111c111aka1 kckuasaannya, supaya 111e111bcr1ka11 scsuatu. 111clakuka11 ----------------------------------------------------- 
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sesuatu pembayaran, memotong sebahagian dalam melakukan pernbayaran, 
atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun 
(Pasal 423 KUHP). 

h. Karena permintaan memaksa, dihukum pertjara selama-lamanya tujuh tahun: 
le. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya menagih atau 

menerima sesuatu atau menahan sesuatu pembayaran seolah-olah harus 
dibayar, baik kepadanya sendiri maupun kepada pegawai negeri lain 
atau kepada kas umum sedang diketahuinya, bahwa barang sesuatu itu 
bukan termasuk utang orang; 

2e Pegawai negeri yang pada waktu yang menjalankan jabatannya menagih 
atau menerima seolah-olah diharuskan, pekerjaan orang atau pemberian 
barang sedang diketahuinya sekaligus itu bukan termasuk hal yang 
diharuskan dengan sah; 

3e. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya seolah-olah 
menurut peraturan tentang tanah Pemerintah, yang dikuasai dengan hak 
Bumiputera memakai tanah itu, dengan merugikan orang yang berhak, 
sedang diketahuinya, bahw'! dengan perbuatan itu ia melanggar 
peraturan tersebut (Pasal 425 KUHP). 

L Pegawai negeri yang dengan sengaja, baik langsung maupun dengan tidak 
langsung. turut campur tangan dalam pe"mborongan dalam mengadakan 
barang hak-hak (perpactingen) sedang ia diwajibkan sarna sekali a tau 
scbahagian rncngurus dan mengawasi-awasi pada waktu hal-hal tersebut 
dikerjakan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 18.000,- (Pasal 435 KUHP). 22 

Dalam penjelasan Pasal l ayat ( l) c diterangkan : " Dengan perumusan Pasal 

a·;a t ( l) a dan b, maka istilah korupsi dalam undang-undang ini dipergunakan dalam 

a rt1 yang luas hingga adalah layak apabila pasal-pasal KUHP seperti tersebut dalam 

sub c dik\\'allfikasikan sebagat tindak pidana korupsi" .23 

Wirjono dalam bukunya "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" mengatakan : 

·Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan kalau tindak pidana seperti yang 

o i1te ntukan dalam Pasal 209, 415 , 416, 417, 418 , 419, 423, 425 dan 436 KUHP telah 

22 
Wiryo no, Ori.Cit . hal 90. 

~ 1 /hid . hal cq 
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dik:v.:alifikasikan sebaga1 tndak pidana korupsi yang ditentukan dalam UU No. 20 

Tahun ::::oo r =. :~ 

Oleh karena yang dimaksud d.:ngan ··undang-undang·' dalam Pasal 2 yang 

menentukan : "Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi 

Juga ... dan seterusnya" adalah UU No. 20 Tahun 2001, maka kiranya sudah tepatjika 

pengertian ·'pegawai negeri" yang dimaksud oleh Pasal 2 juga berlaku untuk 

pengertian "pegawai negeri" dalam Pasal 209, 415, 416, 417, 418, 423, 425 dan 435 

KUHP. 

Demikian juga pengertian "pegawai negeri" yang seperti dimaksud oleh Pasal 

2 tersebut adalah berlaku bagi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal l ayat (I) b. 

meskipun di dalam Pasal l ayat (I) b sendiri terdapat kalimat "pegawai negeri" . 

Mengingat yang dapat menyalahgunakan ke\vcnangan. kesempatan atau sarana 

l·m cna jabatan atau kedudukan itu hanyalah pegawai negeri saja, maka menurut hemat 

~·>y a, pengertian yang dimaksud oleh Pasal 2 tersebut juga berlaku bagi ketentuan 

;·'.l ng terdapat dalam Pasal l ayat (i). Apa yang kita baca dalarn deretan pasal-pasal 

:· ndak pidana pada KUHP itu adalah rangkaian kalimat yang mengandung unsur-unsur 

c:!~ rt perbuatan itu. Di antara unsur-unsur yang bersifat khas untuk suatu macam tindak 

:J .J ana, sehingga dengan adanya unsur tersebut membedakan tindak pidana itu dengan 

: 1dak pidana lainnya. 

Kalau kita perhatikan rumusan-rumusan Tindak Pidana Korupsi yang 

~ t1 ~ukan oleh pegawai negeri, maka merupakan unsur yang khas adalah 

' ; . -- !hid . ha! l h 
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" rnemperkaya atau menguntungkan din sendiri atau orang lain at.au suatu bad.an.. 

menyalahgunakan jabata a tau kedudukan dan merugikan keuangan negara--_ 

Mengingat di dalam Pasal l ayat (1) a UU No_ 20 Tahun 2001 , hama 

mempergunakan kalimat "suatu badan" maka sudah pada tempatnya kalau pembuat 

undang-undang maksudkan kalimat terse but dituj ukan terhadap suatu badan sehingga 

karena akibat dari perbuatan seseorang dapat memperkaya sebuah PT, perbuatan orang 

tersebut sudah memenuhi unsur-unsur daripada Pasal 1 ayat 1 a_ 25 

Dari unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang 

ada padanya karena jabatan atau kedudukan kita dapat ditarik kesimpulan bahwa 

s ~scorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan sehingga perlu kita 

:-etahui apakah yang diartikan dengan jabatan atau kedudukan dalarn rumusan Tindak 

Pidana Korupsi itu_ 

Bila kita melihat konsideran pada waktu ditetapkannya UU No. 20 Tahun 200 l 

\'ang menjadi salah satu dasar hukumnya adalah UU No. l8 Tahun l961 dan Undang

'1ndang ini telah digantikan dengan UU No. 8 Tahun 1974 sehingga untuk menjawab 

., rtanyaan tersebut terutama akan didasarkan pada UU No. 8 Tahun l 974. 

Ternyata di dalam UU No. 8 Tahun 1974 tidak dibedakan antara yang diartikan 

~ e ngan "jabatan" atau "kedudukan"_ Hanya saja di dalam penjelasan Pasal 17 ayat ( 1) 

--u No_ 8 Tahun 1974 terdapat keterangan bahwa yang diartikan dengan "jabatan" 

25 !hid. , ha! 98. 
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adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat tugas, tanggung jawab, wewenang, dan 

hak seorang pegawai negeri dalam rangka penyusunan suatu satuan organisasi. sedang 

arti ·jabatan .. yang sedemikian ini dapat ditinjau dari dua sudut sebagai berikut : 

a. Jabatan struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur 
organisasi seperti Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Seksi, dan lain-lain. 

b. Jabatan fi.mgsional, yaitu jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam 
suatu organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Ahli Penyakit Jantung, Juru Ukur 
dan lain-lain. 26 

Dari arti jabatan seperti tersebut di atas, menurut hemat penulis masih dapat 

d1pertanggung jawabkan kebenarannya jika arti "jabatan" dalam Pasal 1 ayat 1 b 

adalah sama dengan arti jabatan struktural menurut arti penjelasan Pasal 17 ayat ( l) 

UU No. 8 Tahun 1974 dan arti " kedudukan" dalam arti Pasal l ayat ( l) b adalah sama 

<:kngan arti jabatan fungsional rn enurut arti penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 

T ahun 1972. 

IB. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bukan Pegawai Negeri 

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri , dapat kita 

1ha t dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri : Barang siapa dengan melawan 

"Jl!hum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu 

1)<1: an, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau 

-t·:rckonomian negara dan atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan 

- ~r sebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Pasal l ayat (l) a UU 

' r, /l11d. hal CJ8 
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No. 20 Tahun 200 l. : -

Ani barang siapa di sini adalah menyatakan setiap orang, baik pegawai negeri 

maupun non pegawai negen Oieh sebab itu, seseorang yang tidak mempunyai jabatan 

dalam hubungannya dengan negarajuga dapat melakukan korupsi. 

Menurut pendapat penulis rumusan itu terlalu 1uas sehingga sebagian besar 

tindak pidana dalam KUHP yang akibatnya langsung atau tidak langsung merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dik."Walifikasikan menjadi tindak pidana 

korupsi. 

Sebagai contoh Pasal 263 KUHP melarang membuat surat palsu atau pemalsuan 

surat. Jika pemakaian surat palsu itu dapat mendatangkan kerugian. 

Sekiranya pemalsuan surat itu dilakukan oleh orang yang bukan 

pegawai negerL umpamanya seorang yang bermaksud jadi guru 

menggunakan besluit orang lain yang sudah meninggal. 

Perbuatan memalsukan surat tersebut juga jelas memgikan keuangan negara , 

karena bukan dia yang seharusnya menerima gaji dari negara. Penulis berpendapat 

sebaiknyalah dalam hal seperti ini dtperlakukan saja KUHP, rnengingat hubungan 

yang diancamkan dalam Pasal 263 KUHP ini, hukuman penjara selama-lamanya enam 

tahun. Tetapi bila mana ketentuan-ketentuan dalarn KUHP menurut hakim 

hukurnannya terlalu ringan maka hakim dapat menarik perkara korupsi, bilarnana 

merugika keuangan negara sedem.ikian besar akibat perbuatan melawan hukurn 

i ~ rsebut. 
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a. Pasal 209 KUHP 

(1) Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau <lend.a scbanyak-

banyaknya Rp. 4.500,-

le. Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang pegawai negeri 

dengan maksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat 

atau mengapalkan sesuatu apa yang bertentangan dengan kewajibannya. 

2e. Barang siapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau 

perhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengapalkan 

sesuatu apa yang dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan 

kewaj ibannya. 

(2) Dapat dijatuhkan hukuman mencabut haknva tersebut dalam Pasal 35 KUH-P 

Nomor 1-4. 

b. Pasal210KUHP 

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: 

le. Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim dengan maksud 

untuk mempengaruhi keputusan haki m itu tentang perkara yang diserahkan 

kepada pertimbangannya. 

2e. Barang siapa memebri hadiah atau perJanJian kepada seseorang menurut 

peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi penasehat untuk 

menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau 

pendapat yang akan dimaj ukannya ten tang perkara yang diserahkan kepada 

pertirnbangan pengadilan itu. 
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~ -' 

(2) Jika hadiah atau peIJanJian itu diberikan dengan maksud supaya hakim 

menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana, yang bersalah dihuh.tJm 

dengan hukuman penjara selama-Iamanya sembilan tahun_ 

(3) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 boleh dijatuhkan.28 

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 200 l tidak ada disebutkan 

secara tegas apa hubungan Pasal 209 dan 210 KUHP dengan keuangan negara atau 

perekonomian negara. Di dalam penjelasan hanya disebutkan bahwa pengertian 

Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diperluas sehingga 

layak apabila pasal-pasal KUHP dimasukkan dalam pengertian Tindak Pidana 

Korupsi. 

Pernberian hadiah atau jan_ii kepada pegawat negeri dengan maksud supaya 

pegawa1 negeri berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajibannya, bagi 

pega\va1 tersebut adalah suatu sarana untuk cenderung perbuatan korupsi . Karena 

korupsi itu adalah suatu perbuatan yang merugikan perekonomian negara maka adalah 

layak: dihukum orang yang rnemberi daya upaya kepada pegawai negeri untuk 

melakukan korupsi dengan perbuatannya dikwalifikasikan pula menjadi tindak pidana 

korupsi . Apabila hadiah dimaksud diterima oleh pegawai negeri dan berbuat atau tidak 

berbuat bertentangan dengan kewajibannya (mendahulukan kepentingannya) dengan 

merugikan keuangan negara maka si pemberi hadiah dalam hal ini turut ambil bagian 

yang mengakibatkan secara tidak langsung merugikan keuangan negara. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....



44 

C. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Bersama-sama 

Dengan Non Pega"'·ai ~egeri 

R Soesilo mengatakan bahwa : 

Turut melah."U.kan dalam ani kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya 
harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut 
melakukan (mendepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua 
orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi semuanya 
melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan analisis atau elemen dari 
pensttwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan 
persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika 
demikian orang yang menolong itu tidak masuk mempleger akan tetapi 
dihukum sebagai membantu melakukan. 29 

Pada bagian ini penulis menguraikan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

bersama-sama oleh pegawai negeri atau dengan bukan pegawai negeri atau sesama 

pegawa1 negeri. Tindak pidana korupsi dikatakan dilakukan bersama-sama oleh 

pegawa1 negen dan bukan pegawai negeri apabila masing-masing telah melakukan 

analisir-analisir daripada tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana demikian dapat 

menimbulkan diadakannya peradilan koneksitas bilamana pegawai negeri yang terlibat 

adalah anggota ABRL Peradilan koneksitas ini dalam Undang-Undang No 20 Tahun 

2001 diatur dalam Pasal 25 ayat I yang berbunyi : 

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh 
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan seorang 
yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umurn dengan 
kekecualian yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Un:dang Nomor 14 Tahun 
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 30 

Adapun bunyi dari Pasal 22 tersebut adalah sebagai berikut : 

29 R Snesilo . Or• Cir . hal 97 
.vi R \\'ant_ji l-: Saleh r it•< ·rr. hal \6 ----------------------------------------------------- 
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Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh merek:a yang tennasuk lingl-.._L!ngan 
Peradilan Umurn dan Per:::.J ilan f\. 1iliter di~riksa dan di ad.ili okh Pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Umum, kecual i jika menurut \1enteri Kehakiman 
perkaraan itu harus dipenksa dan diadili okh Pengad ilan d.3. lam ii ngkungan 
Peradilan Mi liter. 31 

Penulis berpendapat bahwa tindak pidana yag dimaksud dalam Pasal 22 UU 

No. 20 Tahun 2001 ini termasuk: juga tindak pidana korupsi. Berik.L!t ini penulis 

memberikan suatu contoh kasus yang telah diputusk:an oleh Pengadilan Negeri Medan 

yang dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri . 

) I fbfd , hal_ J6 ----------------------------------------------------- 
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A. Kesimpulan 

L Modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim meliputi : 

a. Pengaturan vonis. 

b. Komposisi majelis hakim. 

c. Menggunakan perantara seperti jaksa, pengacara maupun ca lo. 

2. Sanksi hukum terhadap hakim yang berkaitan dengan korupsi dapat dikenakan 

sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang korupsi dan juga sanksi yang 

berhubungan dengan jabatannya, baik itu pemberhentian maupun teguran. 

Pengawasan terhadap hakirn dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi 

secara formal ddakukan rn elalui Komisi Yudisial. Dan secara non fonnal dapat 

dilakukan oleh masyarakat melalui peninjauan terhadap putusan-putusan yang 

dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara. 

B. Saran 

I. Menyadari ancaman tindak pidana korupsi sebagai kejahatan serius yang dapat 

mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta 

berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya 

pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah 

konseptual , sporadis, dan menyentuh, baik itu melalui kerjasama yang baik 

antara penyidik kepolisian dengan pihak ke1aksaan dan _1u ga pengadibn a g~1r 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....



proses pemeriksaan perkara korupsi dapat segera diselesaikan 

2. Kepada hakim yang telah terbuh.'ti melak.-ukan korupsi hendaknya instansi yang 

berwenang dapat melak.-ukan penegakan hukum tidak hanya sebatas pemberian 

sanksi yang berhubungan dengan jabatan hakim tetapi berupa penghuk-uman 

penjara. 
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